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ABSTRAK 
Nama :   Wahyu Restu Pratama 
NIM :   10500113091 
Judul :   Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam  
      Mencegah Tindak Pidana Narkotika di Watampone Kabupaten Bone.        
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran serta masyarakat  
Watampone di Kabupaten Bone dalam mencegah tindak pidana Narkotika? Pokok 
masalah tersebut kemudian di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana peran serta masyarakat  Watampone di 
Kabupaten Bone dalam mencegah tindak pidana Narkotika? 2) Bagaimana efektifitas 
peran serta masyarakat Watampone di Kabupaten Bone dalam mencegah tindak 
pidana Narkotika?.  
 Jenis penelitian ini tergolong kedalam kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah dari 
masyarakat Watampone dan BNN Kabupaten Bone. Selanjutnya, metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, yaitu membagikan sejumlah 
pertanyaan tertulis kepada masyarakat Watampone dan juga dengan wawancara, yaitu 
melakukan sebuah wawancara dari pihak BNN Kabupaten Bone serta dengan 
penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 
melalui beberapa tahapan, yaitu: identifikasi, editing, tabulasi data, analisis data, 
interpretasi data,  dan generalisasi atau penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait peran masyarakat  
Watampone di Kabupaten Bone dalam mencegah Narkotika sebagaimana tercantum 
dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII 
dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu 
mengenai peran serta masyarakat. Pada bab III Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika, terdapat 5 pasal, yaitu Pasal 104 sampai 108, sedangkan Pada Bab XII 
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang mengatur peran 
serta masyarakat, tertuang dalam pasal 54. Adalah sangat baik, hal tersebut terlihat 
dari beberapa aspek penilaian yang dikategorikan oleh peneliti yaitu tingkat peran 
elemen masyarakat yang berada dilingkungannya serta tingkat koordinasinya dengan 
elemen masyarakat tersebut, dan perannya sendiri terkait pencegahan narkotika. 
Terkait dengan itu peniliti memapaparkan bagaimana upaya masyarakat dalam 
mencegah tindak pidana Narkotika. 
 Implikasi dari penelitian ini, Masyarakat harusnya berperan aktif dalam 
mencegah tindak pidana Narkotika yang berada dilingkungannya, sebab hal tersebut 
memang tertuang dalam aturan perundang-undangan, keterlibatannya harus bersifat 
proaktif seperti memberikan informasi, melaporkan, dan mendapatkan perlindungan 
dari negara terkait dengan pencegahan narkotika. Dan juga harus ada koordinasi yang 
baik antara pihak-pihak yang berwewenang dengan masyarakat agar kiranya 
pencegahan narkotika yang berada di Watampone Kabupaten Bone lebih efektif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan internasional 
yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan secara total. Permasalahan yang terjadi 
sudah pasti telah menjadi perhatian dunia karena adanya kecenderungan peningkatan 
jumlah pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan. Diberbagai negara di 
dunia ini secara bersama-sama telah bersepakat memberantas narkoba dengan 
melakukan bermacam-macam strategi. Strategi yang dilakukan tersebut berbeda-beda 
antara satu negara dengan negara lainnya.
1
Selanjutnya di negara sendiri, pengedaran 
narkoba yang telah lama berlangsung di Indonesia semakin memperluas efeknya. 
Korban pengguna narkoba juga tidak hanya pada masyarakat tertentu tetapi telah 
melibatkan pelajar. 
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Untuk itu salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah mengukuhkan dan 
membuat Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang 
No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 
tentang Narkotika. Ketiga Undang-Undang tersebut dengan tegas dan jelas 
memberikan ancaman hukuman berat, bukan hanya kepada penghasil, pengedar 
narkoba dan pedagangan narkoba tetapi juga penyalahgunaan narkoba.
3
Serta dalam 
Undang-Undang tersebut juga diatur bagaimana peran masyarakat dalam mencegah 
                                                             
1
 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba (Cet. I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 1-2 
2
 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, h. 4 
3
 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, h. 7-8. 
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tindak pidana Narkotika yaitu pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 104, 
105, 106, 107, dan 108 serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pada pasal 54. 
Terkait dengan itu, dalam persepktif agama terkhusus Islam merujuk dalam 
Al-Qur‟an dan Al-Hadits tidak disebutkan secara langsung masalah narkotika. Akan 
tetapi karena baik sifat maupun budaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 
Narkotika sama bahkan lebih dahsyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat-
ayat Al Qur‟an dan Hadits-Hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan 
minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan 
diharamkamnya penyalahgunaan Narkotika. Dalil-dalil tersebut antara lain:
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Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah/2: 219. 
                        
                        
                
Terjemahnya : 
mereka bertanya kepadamu tentang khamar  dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir,
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Selanjutnya Allah berfirman dalam QS. Al Maidah/ 5: 90-91 
                        
                           
                                                             
4
 Badan Narkotika Nasional, Narkotika Dalam Pandangan Agama (Jakarta: BNN, 2012), h. 
15 
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya (Semarang, PT. Karya Toha 
Putra Semarang, 2002), h. 43 
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                              
              
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 
berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 
Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
6
 
Kampanye anti narkoba di Indonesia dapat dikatakan telah “sukses”. Buktinya 
hamper semua orang Indonesia telah mengetahui bahwa narkoba itu jahat. Kalau kita 
mengajak seseorang memakai narkoba, pasti ia menolak, bahkan marah. Orang 
Indonesia sanga benci kepada narkoba. Hal ini terlihat dari banyaknya spanduk dan 
poster anti narkoba dimana-mana. Namun, di sisi lain, jumlah pemakai narkoba di 
Indonesia meningkat secara mengerikan.
7
 Terkhusus di Watampone pamakai narkoba 
juga terus merajalela dikalangan masyarakat, mulai dari oknum PNS, oknum pegawai 
lapas, dan dikalangan pelajar. Apalagi kasus yang sempat heboh beberapa waktu lalu 
bahwa salah satu oknum polisi di Watampone ikut menggunakan sabu.  
Sumber segala musibah ini adalah ketidaktahuan rakyat tentang narkoba di 
tengah kegetiran hidup yang menghimpit. Pengetahuan tentang seluk beluk narkoba 
harus dimiliki oleh seluruh rakyat agar mereka tahu, sadar, dan karena itu dapat ikut 
berperang melawan penyalahgunaan narkoba. Terutama di Watampone pemahaman 
masyarakat akan narkoba harus lebih digiatkan lagi, agar masyarakat tersebut dapat 
                                                             
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan terjemahnya, h. 163 
7
 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya (Jakarta: Erlangga, 
2016), h.1. 
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berperan aktif dalam mecegah tindak pidana narkotika dengan memahami narkotika 
itu sendiri.  
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas 
mengenai peran masyarakat di Watampone Kabupaten Bone dalam mecegah tindak 
pidana Narkotika ditinjau dari perspektif sosiologi hukum dengan judul “Tinjauan 
Sosiologi Hukum Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana 
Narkotika di Watampone Kabupaten Bone”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian adalah batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan 
diteliti. Olehnya itu dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada 
peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana narkotika di Watampone dengan 
munggunakan perspektif sosiologi hukum. Untuk menghindari kekeliruan terhadap 
pengertian sebenarnya dari variabel dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan 
beberapa variabel tersebut 
Tinjauan menurut penulis adalah proses empirik dengan maksud untuk 
mendapat hasil yang sedang diinginkan. 
Sosiologi menurut penulis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang 
sifat dan perilaku masyarakat. Atau ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. 
Hukum menurut penulis adalah aturan yang mengikat manusia secara paksa 
yang menyangkut aspek kehidupan. 
Sosiologi Hukum menurut penulis adalah  cabang ilmu pengetahuan yang 
secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan 
gejala-gejala sosial lainnya. 
Peran menurut penulis adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. 
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Masyarakat menurut penulis adalah sebuah kelompok atau komunitas 
interindependent atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan yang 
lainnya. 
Mencegah menurut penulis adalah menahan sesuatu agar tidak terjadi. 
Tindak Pidana menurut penulis adalah suatu dasar pokok dalam menjatuhi 
hukuman pada orang yang telah melakukan delik  dan bertanggung jawab atas 
perbuatan yang telah dilakukannya. Atau perbuatan melanggar hukum. 
Narkotika menurut penulis adalah zat atau obat yang dapat memberikan efek 
berupa penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana 
Narkotika di Watampone Kabupaten Bone? 
2. Bagaimana efektifitas peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana 
Narkotika di Watampone Kabupaten Bone? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam literatur-literatur yang pernah ditelesuri oleh penulis, bahwa ada 
beberapa referensi yang berkaitan dengan dengan pembahasan ini, yaitu sebagai 
berikut : 
1. Nasrul, Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh Anggota Polri. 
Didalam karyanya membahas tentang penerapan hukum tindak pidana 
Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI. Serta untuk 
mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan. 
6 
 
 
 
2. Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba”. Buku ini 
membahas tentang remaja, penyalahgunaan narkoba, famakologi narkoba, 
serta bagaimana upaya penanggulangan yang ditawarkan. 
3. Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika. Buku ini mencoba 
mengungkapkan suatu metode yang komprehensif dengan kajian terhadap 
peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat sebagai fundamental 
yang kokoh dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan psikotropika. 
4. Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya. Buku 
ini membahas bagaimana sebenarnya narkoba tersebut merasuk kedalam 
tubuh masyarakat, disamping itu slogan-slogan yang ditawarkan oleh 
pemerintah seakan-akan hanya menjadi simbolis belaka tanpa ada aksi yang 
nyata. Didalam buku ini juga dijelaskan bagaimana narkoba tersebut masuk ke 
dalam negeri ini serta dalam buku tersebut pula dibahas bagaimana cara 
mencegah Narkoba tersebut agar tidak meluas kemasyarakat. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu ; 
a. Untuk mengetahui bentuk peran yang dilakukan masyarakat dalam mencegah 
tindak pidana Narkotika di Watampone Kabupaten Bone. 
b. Untuk mengetahui efektifitas peran serta masyarakat dalam mencegah tindak 
pidana Narkotika di Watampone Kabupaten Bone. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan karya tulis ilmiah yang 
berguna  bagi pengembangan ilmu pengetahuan dikalangan akademisi Ilmu Hukum, 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Serta sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk penelitan-penelitian selanjutnya 
yang berkaitan dengan judul yang dibahas. 
b. Kegunaan Praktis 
Diharapkan dengan karya ini dapat memberikan kontribusi terhadap 
masyarakat akan pemahaman tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan 
tindak pidana narkotika sebagaimana yang telah tercantum dalam aturan perundang-
undan
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Narkotika 
Narkoba dan psikotropika adalah istilah-istilah yang sudah tidak asing bagi 
kita Indonesia. Sering sekali kita mendengar dan membaca berita tentang bahaya dari 
“barang” ini, baik di media elektonik maupun cetak. Di Indonesia, peredaran zat 
terlarang ini merupakan permasalahan utama yang memang harus segera diatasi. 
Narkotika dan Psikotropika adalah dua zat yang  berbeda. Narkotika adalah 
obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai 
“efek utama” terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan 
kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
digunakan untuk anelgesik, antitutif, antispasmodik, dan predimikasi-anestesi. Seperti 
narkotika, psikotropika juga bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), 
namun mempunyai “efek utama” terhadap aktivitas mental dan prilaku, dan biasanya 
digunakan untuk terapi gangguan psikiarik. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika (Selanjutnya disebut UU Psikotropika) pasal 1 ayat 1 : 
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, 
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Sedangkan menurut 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU 
Narkotika) pasal 1 ayat 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 
atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
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menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 
ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 
Dalam istilah kepolisian, kedua zat ini disebut dengan NAPZA (singkatan dari 
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Napza merupakan bahan atau zat 
yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan, 
dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
8
 
Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis sat yang dapat 
menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, 
yaitu dengan cara mamasukan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, 
hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-
khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis 
bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti 
dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.
9
 
Istilah narkotika dipergunakan disini bukanlah “narkotics” pada farmacologie 
(farmasi), melainkan sama artinya dengan “drugs”, yaitu sejenis zat yang apabila 
dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si 
pemakai, yaitu 
1. Mempengaruhi kesadaran; 
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia; 
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: 
a. Penenang 
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b. Perangsang (bukan rangsangan sex) 
c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara 
khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)
10
 
Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam 
bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa: perkataan narkotika 
berasal dari perkataan Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasa 
apa-apa. 
Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan defenisi 
tentang narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran 
atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf 
sentral. Dalam defines narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari 
candu (morphine, codein, methadone).
11
 
Sedangkan menurut Verdoovende Middelen Ordhonantie Staatblad 1972 No. 
278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-
undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek 
kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan 
kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai 
secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan 
pada bahan-bahan tersebut”. 
Narkotika pada Pasal 4. V.M.O Staatblad 1972 No. 278 jo. No. 536 adalah 
untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, 
                                                             
10
 Muh. Taufik Makaro & dkk, Tindak Pidana Narkotika (Bogor: GHALIA INDONESIA, 
2003), h. 17. 
11
 Muh. Taufik Makaro & dkk, Tindak Pidana Narkotika, h. 18 
11 
 
 
 
cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang 
ditentukan undang-undang, yaitu: 
1. Apoteker dan ahli kedokteran; 
2. Dokter hewan; 
3. Pengasuh pabrik obat. 
Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai 
narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, 
kokain, morphine, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh dan akibat 
pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem 
tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena 
mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya 
kesadaran.
12
 
B. Bahaya Narkotika 
Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan 
dan disamping itu juga dipergunakan dalam pengobatan, adapun jenis narkotika yang 
pertama kali digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat 
atau opium
13
. Namun seiring berjalannya waktu narkotika dialih fungsikan oleh 
orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan efek negatif 
yang tentunya sangat merugikan. 
Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan 
efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti 
merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun 
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demikian, terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, 
namun bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh 
karena itu obat dan narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai 
akibat yang beraneka ragam.
14
 
Orang-orang yang kecanduan bahan narkotika atau obat-obat bius, yang 
disebut pula sebagai drugs. Drugs terdiri atas: hard drug dan soft drugs. Dalam 
kategori hard drugs dimasukkan antara lain: candu, morfin, codeine, papavarine, 
dicodid, LSD, DET atau diethytridamine, LAD atau Lyseric Acid Diethylamide, 
hydromorphine, coca, cassaine, methadoze, codom, ogozine, amvetamine, pethidine, 
dan systhesis lainnya, jenis narkotika ini mempengaruhi syaraf dan jiwa si penderita 
dengan cepat dan keras. Waktu ketagihan berlaku relatif pendek. Jika si pemakai 
tidak mendapatkan jatah obat-obatan tadi, dia bisa mati karenanya. 
Yang termasuk dalam jenis soft drugs ialah: ganja atau marihuana, yang 
disebut pula sebagai daun sorga atau cannabis sativa. Yaitu merupakan narkotika 
alami yang mempengaruhi jiwa dan syaraf penderita tidak terlalu keras. Waktu 
ketagihannya agak panjang. Dan walaupun pemakai tidak mendapatkan langsung, dia 
tidak jadi mati karenanya. Narkotika lainnya ialah: hasil-hasil berupa pasta extraxt. 
Para pemakai drugs itu akan kecanduan, yang semakin lama menjadi semakin 
kronis. Jarak waktu kecanduannya menjadi semakin pendek. Sehingga setiap kali 
diperlukan dosis pemakaian yang lebih besar agar orang bisa menikmati rasa “syur” 
itu. Akan tetapi, oleh karena pemakainya tidak tahu pasti berapa jumlah yang harus 
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ditambahkan, maka biasanya akan terjadi overdosis, yang mengakibatkan kefatalan 
dalam bentuk kematiannya.
15
 
Narkotika sifatnya yang membius tentunya mengurangi rasa sakit dan 
dikendalikan dari saraf otak. Sifat pasrah tanpa berbuat sesuatu, tanpa memperdulikan 
sekitarnya, bahkan melukai dirinya sendiri tidak merasa sakit. Sifat ini sangat 
berbahaya, bila kecanduannya sudah memuncak maka tidak segan-segan mengambil 
darahnya sendiri yang mengandung morfin untuk disuntikkan kembali atau 
disuntikkan ke orang lain yang juga kecanduan. Hal tersebut dapat menyebabkan 
tertularnya penyakit antar narkotika. Sifat kecanduan ini juga berpengaruh pada 
kinerjanya sebagai anggota masyarakat. 
Sifat kecanduan yang berlebihan dapat berakibat memperoleh bahan narkotika 
dengan membeli berapapun harga dan jumlahnya. Untuk memperoleh uang pembeli 
narkotika, tidak segan-segan untuk mencuri, merampas, membunuh, dan melakukan 
tindak kriminal lainnya. Tindakan kriminal merupakan bagian masyarakat yang tidak 
sehat dan perlu dicegah serta diberantas keberadaanya.
16
  
Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis 
serta kerusakan mental dan moral. 
1. Masalah psikologi 
Bila seorang anggota keluarga terkena narkoba, berbagai masalah akan 
muncul dalam keluarga itu. Mula-mula yang timbul adalah masalah psikologis, yaitu 
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gangguan kerharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri ayah, 
ibu, dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat. 
2. Masalah ekonomi/keuangan 
Masalah psikologi tadi kemudian meningkat menjadi masalah ekonomi. 
Banyak uang terbuang untuk berobat dalam jangka waktu yang lama. Banyak uang 
dan barang  yan hilang karena dicuri atau dijual oleh pemakai untuk membeli 
narkoba. 
3. Masalah kekerasan dan kriminalitas 
Masalah ekonomi dapat meningkat lagi menjadi munculnya kekerasan dalam 
keluarga: perkelahian, pemaksaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan sesama 
anggota keluarga. Kejahatan tadi kemudian dapat menyebar ke tetangga, lalu ke 
masyarakat luas. Di mulai dari masalah narkoba, masalah-masalah lain yang lebih 
luas berbahaya, seperti kriminalitas, prostitusi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-
lainpun dapat muncul. 
 Bila kerusakan tatanan kehidupan ini meluas ke seluruh pelosok negeri 
pembangunan akan terlambat, kemiskinan meluas, kekacauan merata dan kejahatan 
muncul dimana-mana. Jika demikian, sekeras apapun  usaha kita membangun negara, 
kehancuran bangsa ini tinggal menunggu waktu saja.
17
 
Terkait dengan itu pula, bahkan yang lebih parah bahwa mayoritas menjangkit 
beberapa kaum remaja di Indonesia,  bagi para remaja yang belum memiliki 
pengetahuan mendalam akan obat-obatan tersebut, ditambah dengan “jiwa muda” 
yang masih labil, membuat kaum muda khususnya remaja menjadi sasaran empuk 
peredaran Narkoba. Seseorang yang telah terjerumus dalam pemakaian narkoba akan 
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sulit berhenti. Efek yang ditimbulkannya tidaklah tingan, seperti menimbulkan rasa 
candu yang berlebihan dan selalu mengkonsumsinya secara terus-menerus  walaupun 
kenaikan dosis dari pemakaiannya menyebabkan kesehatan dirinya sendiri menjadi 
terancam 
Menurut data BNN per April 2013, jumlah konsumen narkoba di Indonesia 
mencapai angka 4 juta orang. Dan celakanya, generasi muda yang berusia 10-20 
tahun juga menjadi pengguna aktif. Dan pengguna narkoba yang sudah di atas 20 
tahun pun ternyata banyak yang sudah mulai mengkonsumsi sejak usia remaja. 
Angka ini terus meningkat dari data-data tahun sebelumnya . Misalnya data BNN 
bersama pusat kesehatan Universitas Indonesia (UI) konsumen narkoba di Indonesia 
pada 2004 diperkirakan ada sekira 3,2 juta jiwa. Dan pada 2008 angka tersebut terus 
meningkat drastis sekira 3,6 juta jiwa, 900 diantaranya masuk dalam kategori 
pecandu. Lalu, tepat dua tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2011 jumlah konsumen 
narkoba sebanyak 3,8 juta jiwa. Dan setiap tahun ada sekitar 15 ribu orang yang 
tewas sia-sia karena menjadi korban narkoba. Belum lagi yang menjadi korban tidak 
langsung Narkoba sangat berbahaya. Seperti misalnya kasus Afriani Susanti, sopir 
mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI atau kasus yang popular dimedia dengan nama 
“XENIA MAUT”. Sebelum menabrakkan pejalan kaki tak jauh dari Tugu Tani, 
Afriani dan tiga rekannya diketahui  mengadakan pesta miras dan narkoba.
18
  
Artinya apa, dari yang dipaparkan barusan, bisa kita tarik benang merah 
bahwa efek candu yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat 
berdampak pada masyarakat yang lain pula, disamping dampak yang dialami oleh si 
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pamakai itu sendiri, serta membahayakan bagi generasi muda penerus bangsa, apalagi 
bahkan tidak sedikit mereka terjerumus pada usia yang sangat muda dikarenakan 
pergaulan, lingkungan sosial, stress, kesulitan hidup, bahkan karena ketidaktahuan 
tentang narkotika. 
19
Sekali lagi, penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan 
narkotika antara lain rasa ingin tahu, rasa penasaran yang besar tanpa menyadari 
akibatnya, keinginan bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti gaya hidup 
modern, dan keinginan untuk diterima dipergaulan
20
 yang bisa berdampak negatif 
untuk dirinya maupun masyarakat. 
C. Efektifitas Peranan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika. 
Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti 
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat 
untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah 
hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara 
sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi hukum itu berfugsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah 
hukum/peraturan hukum itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau 
fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. Hal itu 
diuraikan secara berurut sebagai berikut. 
1. Kaidah hukum 
Didalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan menjadi tiga macam hal 
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut. 
Pertama, Kaidah hukum berlaku yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada 
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kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 
Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, 
artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak 
diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan 
dari masyarakat. Ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan 
cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. 
Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah 
hukum harus memenuhi ketiga macam unsur di atas, sebab bila kaidah hukum hanya 
berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau 
hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasan maka kaidah itu menjadi 
aturan pemaksa, dan apabila berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu 
hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. 
2. Penegak hukum 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup 
ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, 
menengah, dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan 
hukum, petugas seharusnya memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis 
tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. 
3. Sarana/fasilitas 
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. 
Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 
pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon  yang cukup serta mesin tik 
yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu 
kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi 
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dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Kalau peralatan 
dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharaannya juga memegang peran yang 
sangat penting. 
4. Warga masyarakat 
Faktor yang paling utama dan pokok untuk mengefektifkan suatu peraturan 
adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut juga derajat 
kepatuhan. Secara sederhan dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat 
terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 
bersangkutan.
21
 
Beberapa ahli dalam bidang hukum maupun bidang ilmu sosial pernah 
menggunakan teori yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut, salah satu 
diantaranya adalah Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan 
Perubahan Sosial”. Berdasarkan teori yang dikemukakan Parsons, tindakan individu 
pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakukan biologis, 
melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna.
22
 
Beragam bahasan tentang efektifitas hukum ditinjau dari optik sosiologi 
hukum, bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologi tentang 
hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang seragam, 
suatu judul umum sengaja diberikan pada seluruh pangadangan sosiologis (yang 
dalam kenyataanya belum tentu sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan 
bahwa para sosiologi hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal 
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balik. Tema umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah 
fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti hanya jika hukum itu 
dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.
23
Aturan yang primer 
menekankan kewajiban-kewajiban. Melalui aturan-aturan primer, manusia 
diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Ide 
dasarnya adalah bahwa beberapa kaidah, berkaitan langsung agar orang bertingkah 
laku sesuai suatu cara primer, dalam pengertian bahwa mereka ditentukan bagaimana 
seharusnya bertingkah laku tertentu dan bagaimana seharusnya mereka tidak 
bertingkah laku tertentu.
24
Artinya disini mereka harus sadar akan peran yang ada 
dalam statusnya. 
Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang 
diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan 
yang dipegangnya. Oleh karena itu Gross, Mason dan McEachern mendifiniskan 
peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 
menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan 
imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 
peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat.
25
 
Status/kedudukan biasanya didefiniskan sebagai suatu peringkat atau posisi 
suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam 
hubungannya dengan kelompok lainnya. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari 
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seseorang yang mempunyai status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status 
dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, 
status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat 
hak dan kewajiban sedangkan peran adalah pemeranan dari seperangkat kewajiban 
dan hak-hak tersebut.
26
 
Dalam padangan Dahrendorf adalah bahwa harapan bagi suatu peranan 
berasal dari norma-norma sosial; bukan dari pendapat-pendapat orang
27
 
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila sesorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 
menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah 
untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena 
yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana halnya kedudukan, 
peranan juga juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam 
peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti 
bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 
kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya pentingnya 
peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. 
Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 
dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan 
unsur statis yang menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 
proses. Jadi, seorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 
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suatu posiss dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin 
mencakup tiga hal yaitu: 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 
kemasyarakatan. 
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat. 
Perlu disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu. Masyarakat 
biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan 
peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang 
banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksaan peranan. Kadang-kadang 
perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas 
bertambah.
28
 
Soerjono soekanto mengatakan bahwa : 
semakin jauh jarak sosial antara orang-orang yang kemalangan  dengan orang-
orang yang mengetahui hal itu, semakin kecil pula simpati timbul dan juga 
semakin kecil perhatian terhadap kejadian tadi
29
 
Solidaritas kelompok, selain kecocokan struktur kelompok  dan susunan orang 
yang menempatinya, juga bergantung kepada patuh atau tidaknya anggota kelompok 
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kepada norma-normanya sendiri. Makin tidak diikuti norma-norma kelompok, makin 
pasti dapat diperkirakan bahwa akan terjadi perubahan dalam struktur dan usaha 
kelompok, mungkin sekali pula kelompok mengalami disintegrasi atau masa transisi, 
di mana norma-norma lama dibuang dan diganti oleh norma-norma baru yang lebih 
sesuai dengan usaha-usaha mencapai tujuan kelompok dalam situasi yang 
dihadapinya. Sebaliknya, makin ditaati norma-norma kelompok, makin solider dan 
makin kokoh interaksi kelompok. Dengan kata lain, makin mendalamnya internalisasi 
norma kelompok, makin solider dan kokoh kehidupan kelompok itu.
30
 
J. Piaget, seorang Prancis/Swiss yang telah meneliti gejala tersebut dengan 
berkesimpulan bahwa internalisasi norma kelompok itu bukan merupakan suatu 
proses yang berlangsung secara otomatis.
31
 
Gerungan mengatakan bahwa : 
perkembangan norma-norma pada individu manusia dapat berlangsung dengan 
dua cara. Pertama, dengan cara mendarah dagingkan norma-norma kelompok 
yang dating dari luar dirinya sendiri, membuat “intern” yang tadinya “ekstren”. 
Hal ini juga disebut pembentukan norma yang “heteronom”. Kedua, dengan 
turut membentuk norma-norma baru dalam interaksi yang timbal balik dengan 
anggota-anggota kelompok lainnya, yaiu cara yang dapat disebut pembentukan 
norma-norma “otonom”, pembentukan dari dalam, intern.32 
Masyarakat bukan hanya merupakan otoritas moral, melainkan juga cukup 
beralasan untuk menganggapnya sebagai bentuk dan sumber semua otoritas moral. 
Tentu saja kita percaya bahwa ada sekurang-kurangnya beberapa individu yang 
menonjol berkat diri sendiri dan berkat superioritas kodratnya. Justru karena 
masyarakat dewasa ini sama sekali tidak menganggap kekuatan fisik belaka sebagai 
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kekuatan yang mempunyai nilai moral. Kita bukan hanya tidak menghargai kekuatan 
fisik belaka, melainkan juga tidak takut terhadapnya. Sebab organisasial atau 
masyarakat cenderung mencegah penyalahgunaan kekuatan. 
33
 
Durkheim mengatakan bahwa : 
masyrakat menjadi satu-satunya tujuan tindakan moral yang mungkin kita. 
Demikianlah justru karena tujuan itu mengatasi tujuan-tujuan individual, maka 
kita tidak dapat mencapainya tanpa mengangkat diri kita sejajar dengn yang 
melampaui kita itu.
34
 
Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya 
pemeberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapa narkotika. Kewajiban 
masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana Narkotika kepada 
aparat penegak hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk 
mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak 
hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, 
khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut. 
Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredarn gelap 
narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan 
penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Di sinilah pentingnya peran mengubah 
sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan 
penanggulangan tindak pidana Narkotika.
35
 
Potensi masyarakat sebenarnya memiliki peran dan posisi yang strategis 
dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.  
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Karena pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan 
upaya untuk memberikan kekuatan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan mereka dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan dalam 
masyarakat dan melakukan upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pendekatan ini 
dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi masalah narkoba di kalangan 
masyarakat karena berikut ini. 
1. Permasalahan narkoba sendiri merupakan masalah masyarakat yang 
membutuhkan perhatian dan tanggun jawab penuh dari masyarakat itu sendiri. 
2. Masyarakat lebih  mengenal lingkungan tempat tinggal mereka sendiri yang 
akan memudahkan mereka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan 
cara mereka sendiri yang sesuai dengan apa yang berada di lingkungan 
mereka sendiri. 
3. Masyarakat setempat harus ikut terlibat dalam program-program yang telah 
mereka buat dan harus mereka kembangkan sendiri. 
D. Upaya Yang dilakukan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana 
Narkotika 
Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap 
narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang 
harus tampil sebagai actor utama dalam menggerakkan masyarakat, para tokoh 
masyarakat yang harus tampil sebagai actor utama dalam menggerakkan masyarakat. 
Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap 
kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus 
merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, 
sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam 
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dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh 
masyarakat ini tampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan 
narkoba ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut ini. 
1. Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan 
penanggulangannya di masyarakat. 
2. Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar. 
3. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu 
pelaksanaan pencegahan, pemberantasa penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba, terutama orang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan 
kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar. 
4. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan 
mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang 
sudah ditetapkan bersama. 
Dalam menggalang dan menggerakkan masyarakat, dapat melakukan hal-hal 
berikut ini. 
1. Bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara 
yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya 
menggerakkan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, 
masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh 
para tokoh masyarakat tersebut; mengenai program atau solusi-solusi apa saja 
yang bisa dilakukan. Ini lebih efektif dari pada hanya melalui selebaran-
selabaran atau spanduk yang terpampang disekitar wilayah tersebut. 
2. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan 
tanpa adanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang 
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telah disampaikan tidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak 
sama sekali. Pembuatan program kerja ini harus sesuai dengan anggaran yang 
tersedia, jangan sampai anggaran yang telah disepakati membengkak karena 
hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan program yang ada. Karena itu, 
perlu adanya pengawasan yang intensif agar tidak terjadi penyimpangan dan 
penyalahgunaan didalam penyusunan program kerja ini. 
3. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh 
sosial maupun tokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. Ini penting 
karena keberadaan tokoh masyarakat in sendiri telah mempunyai pengaruh 
yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang 
berbicara, maka masyarakat akan lebih mudah mempercayai dan 
menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh dan masyarakatnya 
ini sendiri. 
4. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyallahgunaan bahaya narkoba 
dan peringatan mengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi 
masalah pemerintah semata tapi juga masyarakat.
36
 
Masyarakat perlu ikut mengambil bagian dalam upaya Pencegahan, 
Penanggulangan dan Pmberantasan Peredaran Gelap NAPZA (P4GN). Hal itu 
tertuang pada BAB III Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
dan Bab XII dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 
yaitu mengenai peran serta masyarakat. Pada bab III Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika, terdapat pasal 5, yaitu Pasal 104 sampai dengan 108 yang mengatur peran 
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serta masyarakat. Pasal 108 menyebutkan; masyarakat mempunyai kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pasal 105: 
masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor 
narkotika. Kemudian pada pasal 106 disebutkan: hak masyarakat dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
prekusor narkotika  diwujudkan dalam bentuk: 
1. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi 
tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan 
informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani 
perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; 
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak 
hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan 
prekursor narkotika; 
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada 
penegak hukum atau BBN; dan 
5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan 
haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. 
Selanjutnya pada pasal 107 disebutkan: masyarakat dapat melaporkan kepada 
pejabat berwenang atau BNN  jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Terakhir pada pasal 108 ayat (1) 
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dinyatakan: peran serta masyarakat sebagai dimaksud dalam pasal 104, pasal 105, dan 
pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. 
Pada Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika 
yang mengatur peran serta masyarakat, tertuang dalam pasal 54. Pada pasal 54 ini 
terdapat 4 ayat yang menyebutkan: 
1. Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta 
dalam membantu mewujudkan upaya pencegahab penyalahgunaan 
psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya; 
2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui 
tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tida sah; 
3. Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapat jaminan 
keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang; dan 
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran srta masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah, 
Mencermati uraian mengenai peran serta masyarakat dalam upaya 
pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap 
narkotika dan psikotropika  sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dapat 
dikemukakan: 
1. Pemerintah sangat mengharapkan bantuan masyarakat untuk ikut serta 
mencegah, menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran 
gelap narkotika dan psikotropika; dan 
2. Masyarakat mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang 
berwenang. 
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Dalam kaitannya dengan bahaya narkoba/NAPZA ini, permasalahannya 
masyarakat pada umumnya belum tahu mengenai hak dan kewajiban mereka dan 
mereka merasa khawatir tentang keamanan mereka apabila mereka ikut serta dalam 
pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran 
gelap narkoba/ NAPZA. Untuk itu, perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat 
melalui program pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mengerti dan menyadari 
hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat dalam melaksanakan 
peran serta mereka dalam membantu pencegahan dan penanggulangan 
penyalahgunaan dan pemberantasan peredaraan gelao NAPZA. 
Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat, 
yaitu sebagai berikut. 
1. Pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat lokal (lingkungan 
RW, desa, kelurahan); 
2. Tujuan pertemuan: memberi pencerahan kepada tokoh masyarakat baik 
formal maupun informal mengenai peran serta masyarakat dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan 
peredaran gelap narkoba/NAPZA yang tertuang dalam Bab III Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII Undang-
Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; 
3. Membentuk wadah dalam bentuk suatu organisasi yang dikoordinasikan oleh 
BNN; 
4. Mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, 
menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal; dan 
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5. Memberi akses agar masyarakat mudah menghubungi atau melapor apabila 
diduga ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA. 
Dengan adanya organisasi sebagai wadah peran serta masyarakat lokal yang 
dikoordinasikan oleh BNN dala upaya membantu pemerintah untuk mecegah dan 
menanggulangi penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap NAPZA, 
diharapkan dapat mengatasi setidaknya mengurangi ancaman narkoba/NAPZA bagi 
generasi.
37
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian (research) adalah berarti pencarian kembali. Pencarian yang 
dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil  
dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata 
lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai eduktif; ia 
melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan 
apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. 
Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.
38
Menurut Soerjono Soekamto, penelitian 
hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematik 
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa 
gejala hukum tertentu dengan menganalisanya.
39
Dalam penelitian ini menggunakan 
jenis field research , adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Watampone Kabupaten 
Bone, dalam hal ini yaitu kantor BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Bone 
dan masyarakat Watampone. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa 
intansi tersebut merupakan instansi yang berwewenang dan berkompeten untuk 
menangani secara khusus terkait permasalahan Narkotika, serta masyarakat 
Watampone yang merasakan langsung dalam keterlibatan perannya dalam mencegah 
Narkotika. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu hukum 
dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam 
kenyataan dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk-bentuk pasal dalam perundang-
undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-harinya.
40
dengan Studi kasus (case study) maka diharapkan 
mendapatkan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, bersifat 
grounded atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada, sesuai dengan kejadian 
yang sebenarnya.
41
 
C. Populasi dan Sampel 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu, masyarakat 
Watampone dan BNNK Bone. Sumber data primer ini adalah hasil dari kuisioner 
(angket) sebagai bahan informasi terhadap masyarakat dan wawancara dari pihak 
BNNK Bone yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang 
akan dibahas. 
2. Data Sekunder,  
adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (Library Research) yaitu 
dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, serta literas-
litersai dan beberapa pendapat beberapa ahli. 
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D. Teknik Pengumpulan Data. 
Unttuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 
analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
yaitu penulis mengadakan langsung tanya jawab dengan pihak-pihak yang 
terkait dalam penelitian ini, dalam hal ini BNNK (Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten) Bone. 
2. Angket 
yaitu penulis mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis 
pula oleh responden, adapun responden yang dimaksud adalah masyarakat 
Watampone Kabupaten Bone yang terdiri dari Kecamatan Tanete Riattang, Tanete 
Riattang Barat, Tanete Riattang Timur. Dengan masing masing jumlah responden 
(populasi) per-Kecamatan adalah 15 orang. 15 orang × 3 Kecamatan = 45. Jadi total 
sampel adalah sebanyak 45 orang dengan berbagai macam latar belakang sosial. 
E. Instrumen Penelitian. 
Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan dalam menyusun 
skripsi ini, penyusun menggunakan alat tulis yaitu kertas dan pulpen selama 
membagikan kuisioner serta wawancara dengan masyarakat Watampone dan dari 
pihak BNNK (Badan Nasional Narkotika Kabupaten) Bone sebagai pihak yang 
terkait dalam penelitian ini. 
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F. Teknik  Pengolahan Data dan Analisis Data 
1. Identifikasi 
Mengambil pengertian dari bacaan, serta dibandingkan dan menarik 
kesimpulan. 
2. Editing 
Pemeriksaan hasil data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi 
dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban 
permasalahan. 
3. Tabulasi data  
Proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke 
dalam tabel. Atau dapat dikatakan bahwa tabulasi data adalah penyajian data dalam 
bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi. Hasil 
tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian, karena data-data 
yang diperoleh dari lapangan sudah tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang 
mudah dipahami maknanya. Selanjutnya peneliti bertugas untuk memberi penjelasan 
atau keterangan dengan menggunakan kalimat atas data-data yang telah diperoleh. 
4. Analisis data 
Pengolahan data secara statistik pada dasarnya suatu cara mengolah data 
kuantitatif sederhana, sehingga data penelitian tersebut mempunyai arti. Pengolahan 
data melalui teknik statistik dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya 
adalah distribusi frekuensi. 
  
 
 
      
Keterangan :     = prosentase 
F= frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi yang  bersangkutan 
N= jumlah frekuensi dari klasifikasi atau kategori variasi) 
35 
 
 
 
5. Interpretasi data 
Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya harus 
diinterprestasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-kesimpulan penting mudah 
ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan penjelasan terperinci tentang arti 
sebenarnya dari materi yang dipaparkan, selain itu juga dapat memberikan arti yang 
lebih luas dari penemuan penelitian. 
6. Generalisasi atau kesimpulan 
Generalisasi atau kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, 
peneliti dapat membuat generalisasi dan kesimpulan dari hasil penelitian. 
Generalisasi dapat disebut sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pembentukan 
gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. 
. 
36 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di 
Watampone Kabupaten Bone 
Terkait dengan pencegahan narkotika, penegakan hukum akan sangat sulit dan 
hasilnya akan sangat mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat pemeritah 
saja. Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. masyarakat dari 
latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran 
masyarakat untuk melek terhadap masalah narkotika melalui pencegahan. Jika dilihat 
dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang bernapaskan 
pencegahan. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling 
dekat dengan kita. Tidak usah jauh-jauh, dalam pertemuan lingkungan atau kegiatan 
nongkrong-nongkrong di pos ronda, semua orang bisa mengatakan bahwa betapa 
bahayanya narkotika. Jika kesadaran itu berlipat-lipat dan menjadi kesadaran kolektif 
maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih massif. 
Jika seorang anggota masyarakat bisa melakukan ini, artinya bisa menjadi 
inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahaya 
narkotika, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika ia melakukan aksi 
lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung 
ke pusat rehablitasi, dan membantu mengubah kehidupan sesorang menjadi lebih 
baik, tentu tak salah jika sebuah kata „”pahlawan” bisa disematkan. 
Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak 
hukum atau menindak para bandar narkotika. Apakah masyarakat itu menggerebek? 
Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi 
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kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan 
dilingkungannya. 
Tak bisa disangkal, banyak pengungkapan kasus yang cukup besar berawal 
dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan 
lancar, tak salah jika sematkan kata “pahlawan” pada masyarakat yang berani 
melapor dan berani membeberkan sebuah fakta yang meresahkan pada aparat 
penegak hukum. 
 Hal tersebut terjadi disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat, dan 
harus lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan kesadaran hukum seyogjanya melalui 
penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. 
Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami 
hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai peran 
masyarakat dalam mencegah narkotika, dan seterusnya. Peraturan dimaksud, 
dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu 
dijelaskan pasal-pasal tertentu suatu aturan perundang-undangan, agar masyarakat 
merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan  
dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang 
menjadi sasasran penyuluhan hukum. 
 Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penegakan hukum. 
tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masyarakat 
memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang 
dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak  dan kewajiban 
dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.  
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Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada 
umumnya, dan khusunya mereka mungkin secara langsung berhubungan dengan 
warga masyarakat, yaitu petugas hukum. yang disebutkan terakhir ini harus diberikan 
pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. 
Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang justru memanfaatkan hukum untuk 
kepentingan pribadi, dengan jalan menak-nakuti warga masyarakat yang awam 
terhadap hukum. 
  Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat 
Watampone dalam mencegah narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Promotif 
Disebut juga dengan program pembinaan, program ini ditujukan kepada 
masyarakat yang belum memakai narkotika, atau bahkan belum mengenal narkotika. 
Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini 
secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh 
kebahagiaan semu dengan memakai narkotika 
Bentuk program promotof, meliputi pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain 
pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha (tani, 
dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program 
preemtif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. 
Pengenalan terhadap masalah narkotika hanya peringatan sepintas laku. Program 
promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarkatan yang difasilitasi 
dan diawasi oleh pemerintah. 
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2. Preventif 
Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat 
sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahu seluk beluk narkotika sehingga 
tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi 
terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantuk oleh instansi dan institusi lain, 
seperti lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, 
ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan preventif lainnya adalah sebagai berikut : 
a. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika 
Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada 
pendengar tentang bahaya pemakaian narkotika. Kampanye bersifat memberi 
informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, 
dangkal dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga 
professional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman dan sebagainya. 
b. Penyuluhan seluk beluk narkotika 
Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan 
tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. 
Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkotika sehingga 
masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan 
narkotika. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkotika lebih 
mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga profesional, dokter, psikolog, polisi, ahli 
hukum, sosiolog, sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkotika 
ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada 
kampanye. 
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c. Pendidikan dan pelatihan sebaya 
Untuk dapat menanggulangi masalah narkotika secara lebih efektif didalam 
kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan 
mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi 
narkotika lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan 
pidato, latihan diskusi, latihan monolong penderita, dan lain-lain. Program ini 
dilakukan disekolah, kampus, atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini 
melibatkan beberapa narasumber dan pelatih yaitu tenaga yang progfesional sesuai 
dengan programnya. 
d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika 
masyarakat 
Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas 
aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan 
makana (POM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. 
Tujuannya adalah agar narkotika dan bahan baku pembuatannya tidak beredar 
sembarangan. Kerena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini 
belum berjalan optimal. 
Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Harus ada kerjasama 
antara warga dan instasi terkait (termasuk bagian masyarakat) dalam mencegah 
narkotika agar penekanan terhadap ancaman bahaya narkotika dapat diatasi. 
3. Kuratif 
Disebut juga program pengobatan, program kuratif ditujukan kepada pemakai 
narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit 
sebagai akibat dari pemakaian pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh 
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mengobati pemakai narkotika. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya 
penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus 
dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus.  Pengobatan 
terhadap pemakain narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar 
biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan 
pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci 
sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita. 
Bentuk kegiatan dalam pengobatan penderita atau pemakai meliputi 
penghentian atau  pemakai meliputi penhentian narkotika, pengobatan gangguan 
kesesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkotika, pengobatan terhadap 
kerusakan organ tubuh akibat narkotika, dan pengobatan terhadap penyakit lain yang 
masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain. 
Pegobatan terhadap pemakai narkotika tidak sederhana, tetapi sangat komplek 
dan berbiaya mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya besar. 
Keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkotika tergantung pada jenis narkotika 
yang disalahgunakan., kurun waktu waktu penyalahgunannya, sikap atau kesadaran  
penderita, sikap keluarga penderita, dan hubungan penderita dengan sindikat 
pengedar. Tidak semua penyalahgunaan narkotika berhasil dihentikan. Pemakaian 
narkotika tertentu dapat dihentikan. Namun, penyembuhan penyakit HIV/AIDS, 
hepatitis, dan tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sampai mencoba atau mulai 
menggunakannya. Pencegahan lebih penting dari pada pengobatan. 
4. Rehabilitatif 
Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan 
kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia 
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tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas 
pemakaian narkotika. Pemakain narkotika dapat mengalami penyakit seperti 
kerusakan fisik (saraf, otak, jantung, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan 
karakter ke arah negative, asosial, dan penyakit- penyakit ikutan seperti HIV/ADIS, 
hepatitis, sifilis, dan lain-lain sebagainya. 
Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan 
(rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang 
akan timbul. Semua dampak negative tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak 
pemakai narkotika yang ketika sudah sadar malah mengalami putus asa, kemudian 
bunuh diri. Cara bunuh diri dari pemakai narkotika yang terbanyak adalah dengan 
menyuntik dirinya sendiri dengan narkotika dengan dosis berlebihan sehingga 
mengalami overdosis. Penyebab upaya bunuh diri terbanya adalah putus asa karena 
mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel tidak dapat lepas dari 
narkotika. 
Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkotika 
dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan hidup 
berupa praktik keagamaan dan atau kegiatan-kegiatan produktif seperti olah raga, 
kesenia, pertanian, pembengkelan, perdagangan dan lain-lain. Usaha seperti ini sangat 
baik karena kemampuan pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas. Secara 
komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban narkotika dapat memberikan 
keuntungan yang cukup baik. Ada berbagai cara pemulihan. Namun, keberhasilan 
upaya ini sangat tergantung pada profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, saran 
dan prasarana yang menangani), kesadaran dan kesungguhan penderita, serta 
dukungan atau kerja sama antara penderita, lembaga, dan keluarga penderita. 
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5. Represif 
Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, 
pengendar, dan pemakai berdasarkan hukum. program ini merupakan instansi 
pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun 
distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan 
distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai 
sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Banyak narkotika dibuat dari 
bahan kimia yang sehar-hari bermanfaat untuk kepentingan industri lain dan 
pertanian. Bahan-bahan yang disebut prekursor tersebut dapat diramu menjadi 
narkoba dan diedarkan dalam perdangangan gelap. Karena luas dan rumitnya masalah 
ini, seluruh rakyat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan yang lain, harus 
berpartisipasi membantu aparat terkait. 
a. Melaporkan 
Masyarakat diminta untuk paling tidak melaporkan adanya kegiatan yang 
dicurigai terkait penyalahgunaan, peredaran, maupun produksi narkotika. Untuk 
memudahkan partisipasi masyarakat tersebut,seharusnya polisi memasang 
pengumuman berisi ajakan kepada masyarakat untuk melaporkan adanya pelanggaran 
hukum. Cantumkan pula nomor telepon kantor polisi setempat yang dapat 
menampung laporan masyarakat. 
Pemerintah harus memberi petunjuk yang jelas melalui televise, radio, 
maupun brosur-brosur tentang cara berpartisipasi yang tepat. Peringatan dan 
pengumuman seperti itu hendaknya dipasang ditempat-tempat yang strategis yang 
rawan penyalahgunaan  narkotika. Dengan cara itu, polisi telah proaktif 
memberdayakan masyarakat. Melaporkan kegiatan pelanggaran masalah narkotika 
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dapat membahayakan keselamatan pelapor karena sindikat narkotika yang dirugikan 
tidak akan tinggal diam. Sindikat narkotika dapat membunuh siapapun yang 
membuka rahasia perdagangannya. Oleh karena itu, polisi wajib melindungi diri 
pelapor, merahasiakan identitas diri pelapor, dan menindak pelanggar dengan tegas. 
b. Tidak boleh melakukan tindakan hukum, kecuali… 
Walaupun pengguna dan pedagang narkotika jelas-jelas melanggar hukum 
dan merusak mental maupun moral, masyarakat tidak boleh menghukum sendiri 
orang yang diduga melanggar hukum. masyarakat tidak berhak menindak tersangka 
kejahatan narkotika secara langsuung. Kewenangan menindak pelanggar hukum 
adalah milik aparat berwajib (kepolisian & BNN). Masyarakat hanya boleh bertindak 
bila bersama-sama atau didampingi aparat. Bila masyarakat diberi wewenang 
menindak sendiri, penyimpangan hukum dapat terjadi misalnya, terjadi fitnah 
terhadap musuh atau orang lain yang dibenci, padahal orang itu tidak 
menyalahgunakan narkotika, dalam kasus-kasus narkotika karena kurangnya 
profesionalisme masyarakat maka dapat mengakibatkan seperti hilangnya barang 
bukti dan malah dapat terjadi sehingga tersangka yang bersangkutan tidak dapat 
dituntut didepan hukum. Selain itu. Konflik langsung antara masyarakat dengan 
keadaan seperti itu, sindikat narkotika sangat kejam dan nekat sehingga 
membahayakan masyarakat. Ditengah masyarakat sering terjadi main hakim sendiri, 
pelanggar hukum ditindak ramai-ramai oleh masyarakat (pengadilan jalanan). Bahkan 
ada yang dipukuli, dibunuh, atau dibakar hidup-hidup. 
Tindakan seperti itu tidak jarang salah sasaran. Orang yang didakwa pedagang 
narkotika kadang-kadang adalah orang yang difitnah. Ia tidak terlibat apa-apa. 
Namun, tidak mampu membela diri, lalu dianiaya. Oleh karena itu, penindakan 
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terhadap pelanggar hukum sebaiknya diserahkan ke aparat penegak hukum. meskipun 
demikian, masyarakat tidak perlu takut dan pasif, tetapi sebaliknya proaktif. 
c. Gemas dan kecewa terhadap sikap oknum aparat 
Karena satu dan hal lain banyak orang yang diduga melanggar hukum malah 
dibebaskan setelah diserahkan oleh masyarakat kepada polisi. Hal ini disebabkan 
karena kurangnya barang bukti. Namun, masyarakat sering mencurigai adanya 
permainan antara oknum aparat dengan penjahat. Masyarakat menduga para penjahat 
telah menyuap aparat. Kesalahpahaman terhadap penanganan hukum seperti ini dapat 
menyebabkan masyarakat gemas kecewa kemudian main hakim sendiri. Untuk 
menghindari masalah tersebut harus ada keterbukaan  informasi antara aparat dengan 
masyarakat. 
Agar kiranya upaya yang dipaparkan sebelumnya berjalan dengan baik, ada 
beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar kiranya pencegahan narkotika dikota 
Watampone  berjalan efektif yaitu tingkat peran elemen masyarakat, tingkat 
koordinasinya dengan elemen masyarakat, serta peran individu itu sendiri dalam 
mencegah narkotika. 
1. Peran elemen masyarakat 
Elemen masyarakat sangat diperlukan keaktifannya dalam mencegah 
narkotika. Sebab narkotika bukan merupakan musuh individu yang harus dihadapi 
secara personal. Melainkan, musuh bersama yang harus dihadapi secara bersama 
pula. Elemen masyarakat yang dimaksud adalah instansi pemerintahan, tokoh agama, 
tokoh pemuda, dan dari intern pihak keluarga itu sendiri, semua pihak harus bahu 
membahu dalam kaitannya mencegah tindak pidana narkotika. 
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2. Koordinasinya dengan elemen masyarakat 
Harus ada kerjasama yang baik antara individu dengan elemen masyarkat 
dalam mencegah tindak pidana narkotika, koordinasi yang baik bisa meningkatkan 
kefektifan dalam mencegah narkotika. Bisa dibayangkan bagaimana ketika beberapa 
elemen masyarakat saja yang aktif dalam mencegah tindak pidana narkotika, namun 
individu yang lain cuek atau bermasa bodoh tentang bahaya narkotika, bisa jadi 
tingkat kefektifan dalam mencegah tindak pidana narkotika menjadi berkurang. Oleh 
karena itu, diperlukan kerjasama atau komunikasi yang baik antara individu dengan 
elemen masyarakat lainnya dalam mencegah tindak pidana narkotika. 
3. Perannya sendiri 
Setiap individu harus sadar akan bahaya narkotika, kesadarannya ini harus 
teraktual dalam sebuah tindakan yang nyata. Seperti indivitu tersebut aktif dalam 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan narkotika serta memberikan 
pemahaman-pemahaman kepada individu lainnya akan bahaya narkotika itu sendiri. 
Tindakan yang nyata juga seperti yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pada pasal 5, pasal 104 sampai 108 dan 
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pasal 54 bisa seperti 
melaporkan, memberikan informasi atau saran bahwa dilingkungan sekitarnya ada 
yang terlibat penyalahgunaan narkotika. 
B. Efektifitas Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana 
Narkotika di Watampone Kabupaten Bone 
Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang amat serius didapai 
manusia modern sekarang ini, Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara–negara di dunia, 
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termasuk Indonesia. Akhir–akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan 
komplek terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang 
tertangkap dan pabrik narkoba yang di bangun di Indonesia.  
Dilihat dari letak geografi, Indonesia memang sangat beresiko menjadi 
sasaran empuk pengedar narkoba karena posisi Indonesia yang terletak diantara dua 
benua dan dua samudra. Disamping itu juga karena negara Indonesia adalah negara 
kepulauan dengan banyak pelabuhan yang memudahkan jaringan gelap dalam 
mengedarkan narkoba. Terkhusus Watampone yang merupakan ibukota dari 
kabupaten Bone yang didalamnya mencakup tiga kecamatan yaitu Tantete Riattang, 
Tanete Riattang Timur, dan Tanete Riattang Barat serta memiliki populasi penduduk 
yang padat di Sulawesi Selatan, tidak luput dari ancaman Narkoba. Kondisi geografis 
yang sangat memungkinkan dan kepadatan penduduk menjadi tombak utama dalam 
penyebaran narkotika. 
Bahkan tidak bisa dipungkiri untuk saat ini, bahwa setiap elemen masyarakat 
Watampone bisa saja terlibat tindak pidana Narkotika seperti yang diungkapkan oleh 
kepala BNNK Kabupaten Bone Drs. Muharram Sahude, MH:  
Bisa saja aparat penegak yang ada disekitar kita itu terlibat Narkoba, banyak 
masyarakat bahkan pejabat-pejabat juga terlibat.  
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Hal tersebut terjadi sebab kurangnya pemahaman dan kesadaran  masyarakat 
akan bahaya Narkotika itu sendiri. Padahal, didalam aturan perundang-perundang Hal 
itu tertuang pada BAB III Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 
Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat. Pada bab III Nomor 35 Tahun 
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 Drs. Muharram Sahude, MH, Kepala BNN Kabupaten Bone, Wawancara, Watampone, 14 
Juli 2017 
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2009 Tentang Narkotika, terdapat pasal 5, yaitu Pasal 104 sampai 108, sedangkan 
Pada Bab XII Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang 
mengatur peran serta masyarakat, tertuang dalam pasal 54.  
Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat 
hubungannya dengam kesadaran hukum kesadaran hukum dianggap sebagai variabel 
bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel merupakan variabel tergantung. 
Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak antara 
hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam 
ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan 
sosial, dukungan sosial hanyalah diperoleh, apabila ketaatan hukum tersebut 
didasarkan kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan 
keadian. Dengan perkataan lain, hukum akan mendapat dukungan sosial apabila 
hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.   
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat. 
Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan 
perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan (menyadari hak dan 
kewajibannya). Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan 
masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum 
yang bersangkutan. Selain itu adanya suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin 
besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (adat dan istiadat), semakin 
kecil peran hukum. 
 Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam 
segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya 
dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila saran lainnya tidak mampu lagi untuk 
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mengatasi masalah. Namun, untuk mengakhiri pembahasan ini, perlu diungkapkan 
hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu (1) 
penyuluhan hukum yang teratur; (2) pemberian teladan yang baik dari petugas 
didalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum; (3) pelembagaan 
yang terencana dan terarah  
 Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat 
terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Sebaliknya, apabila 
kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga 
rendah, pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyrakat 
dalam masyarakat atau efektifitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam 
masyarakat. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut 
faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan 
dihargai, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang 
memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut legal  consciousness and 
opinion about law.  
 Oleh karena itu peneliti membagikan kuisoner terhadap responden yang dalam 
hal ini adalah masyarakat Watampone untuk mengkorelasikan antara teori dan praktik 
yang terjadi dilapangan terhadap peran masyarakat kota watampone itu sendiri dalam 
kaitannya mencegah tindak pidana Narkotika, masyarakat kota watampone sendiri 
yang dimaksud adalah terdiri dari 3 kecamatan yang terdapat didalam kota yaitu 
Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, dan Tanete Riattang dengan masing-
masing responden 15 orang per- kecamatan dengan berbagai macam latar belakang 
sosial. Untuk mengetahui secara lebih jelas dan terperinci mengenai tingkat peran 
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masyarakat kota Watampone dalam mencegah tindak pidana Narkotika dapat dilihat 
pada beberapa tabel yang akan dikemukakan dibawah ini : 
Tabel 1 
Peran Lapisan Masyarakat Dalam Mencegah Narkotika 
No Pertanyaan 
Frekuensi Persentase 
SB B KB TB SB B KB TB 
1 Peran Tokoh Agama 31 14 0 0 69% 31% 0% 0% 
2 
Peran Instansi Pemerintah 
(RT, RW, Lurah, Camat) 
20 20 5 0 44% 44% 11% 0% 
3 Peran Keluarga 35 10 0 0 78% 22% 0% 0% 
4 
Peran Tokoh pemuda 
(Karantaruna) 
15 23 2 5 33% 51% 4% 11% 
Jumlah Responden 45 100% 
Keterangan ;  SB = Sangat Baik     B = Baik     KB = Kurang Baik     TB = Tidak Baik 
Sumber data : diambil dari angket pada bulan juli 2017 
Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa  sebanyak 31 responden masyarakat 
Watampone memilih SB = Sangat Baik dengan persentase 69% artinya tokoh agama 
Watampone dalam hal ini sangat sering melakukan ceramah-ceramah yang berkaitan 
tentang narkotika, atau pemahaman-pemahaman yang berkaitan tentang narkotika 
dalam perspektif agama misalnya pada saat khotbah jumat, pengajian, atau forum-
forum kajian agama lainnya, dan 14 responden dengan persentase 31% memilih B = 
Baik artinya tokoh agama dalam ini sering melakukan ceramah-ceramah atau 
pemahaman-pemahanam tentang narkotika dalam perspektif agama, mereka biasa 
menyampaikannya melalui khotbah jumat, dan sisanya KB & TB sebanyak 0% ketika 
ditanyakan bagaimana peran tokoh agama dalam mencegah tindak pidana Narkotika 
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 Ini merupakan sebuah respon balik dari masyarakat yang positif ketika 
ditanyakan peran tokoh agama dilingkungan sekitarnya, tokoh agama merupakan 
salah satu elemen masyarakat yang penting dalam kaitannya mencegah tindak pidana 
Narkotika, melalui pendekatan-pendekatan yang religius, masyarakat diberikan 
pemahaman bahwa narkotika merupakan sebuah barang yang tidak baik bagi tubuh 
dan berdampak buruk bagi kesehatannya serta haram hukumnya ketika digunakan, 
dan menurut peniliti, dalam agama manapun akan melarang ketika sesautu tersebut 
bersifat merusak diri sendiri dan mendatangkan mudhorat. Apalagi dalam Islam 
banyak dalil-dalil yang melaranng akan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa 
peran tokoh agama merupakan salah satu peran yang sangat vital dalam kaitannya 
mencegah tindak pidana Narkotika. 
 Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 responden dengan 
persentase 44% masyarakat Watampone memilih SB = Sangat Baik artinya instansi 
pemerintahan disana sangat sering melakukan kegiatan-kegiatan tentang pencegahan 
narkotika seperti penyuluhan, promosi, atau menyampaikan perkembangan narkotika 
kepada warga yang berada dilingkungannya, 20 Responden dengan persentase 44% 
memilih B = Baik artinya instansi pemerintahan sering melakukan kegiatan-kegiatan 
tentang pencegahan narkotika seperti penyuluhan, promosi tentang bahaya narkotika, 
5 responden memilih KB = Kurang Baik, artinya instansi pemerintahan sesekali atau 
jarang melakukan kegiatan-kegiatan tentang pencegahan narkotika seperti 
penyuluhan, promosi, atau menyampaikan perkembangan narkotika kepada warga 
yang berada dilingkungannya , dan sisinya 0 responden dengan persentase 0% 
memilih TB = Tidak Baik artinya instansi pemerintahan tidak pernah sama sekali 
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melakukan kegiatan seperti penyuluhan, promosi atau memberitahukan 
perkembangan narkotika yang berada dilingkungannya. 
 Namun sejauh ini masyarakat Watampone masih memiliki respon yang positif 
terhadap kinerja aparat pemerintah dalam hal ini yaitu RT, RT, Lurah dan Camat 
dalam mencegah tindak pidana Narkotika, instansi pemerintahan merupakan sebuah 
elemen yang berperan penting dalam kaitannya mencegah tindak pidana Narkotika 
dilingkungan masyarakatnya, ketika elemen pemerintahan aktif dalam melakukan 
kegiatan  penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta kegiatan-kegiatan 
kreatif lainnya yang berkaitan dengan pencegahan Narkotika semisal megadakan 
lomba antar RT atau RW dengan ber-tema-kan Narkotika. Secara tidak langsung akan 
mengurangi ancaman narkotika didaerahnya sebab kegiatan-kegiatan yang 
dilakukannya tersebut bernilai edukatif dan menambah wawasan masyarakat terhadap 
bahaya Narkotika. Bisa dibayangkan bagaimana ketika aparat pemerintahan tersebut 
tidak aktif atau bahkan ber-masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya, bisa jadi 
ancaman narkotika menjadi tak terkendali dan berdampak buruk bagi lingkungan 
sosial. 
 Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa sebanyak 35 responden dengan persentase 
78% memilih SB = Sangat Baik artinya keluarga dalam hal ini sangat sering atau 
setiap waktu melalukan pemahaman atau peringatan kepada anak, atau keluarga 
terdekat akan bahaya narkotika, 10 responden dengan persentase 22% memilih B = 
Baik artinya dalam hal ini keluarga sering namun tidak setiap waktu melakukan 
pemahaman atau peringatan kepada anak, atau keluarga terdekat akan bahaya 
narkotika, 0 responden memilih KB atau keluarga sesekali menyampaikan kepada 
anak, atau keluarga terdekat akan bahaya narkotika, dan 0 responden mimilih TB 
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dengan persentase 0% yang artinya keluarga tidak pernah sama sekali memberikan 
pemahaman atau peringatan kepada anak atau keluarga akan bahaya narkotika.  
Artinya sejauh ini peran keluarga dalam mencegah tindak pidana Narkotika di 
Watampone ssejauh ini memiliki respon yang positif atau sangat baik. 
 Fungsi keluarga dalam tatanan lingkungan masyarakat merupakan lingkungan 
pertama bagi individu dalam menerima informasi, belajar dan pengawasan. Sehingga 
dengan besarnya peranan keluarga tersebut, sangat diharapkan dapat menjadi langkah 
pertama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan bahaya narkoba. Seperti orang 
tua yang memberikan pemahaman kepada anaknya akan bahaya narkotika dan 
dampaknya bagi tubuh, bisa dibayangkan bagaimana ketika orang tua tidak peduli 
kepada anaknya, bahkan tidak memberikan edukasi sama sekali akan bahaya 
narkotika tersebut, dan ber-masa bodoh terhadap pengawasan anaknya, bisa-bisa anak 
atau keluarga tersebut  masuk kepada pergaulan yang salah dan menghantarkannya 
kepada ke hal-hal yang negatif seperti narkotika. Orang tua juga harus memberikan 
contoh yang baik kepada anakya, kenapa? sebab, bila orang tua menunjukkan sikap 
yang buruk seperti saling bertengkar dan adu mulut atau bahkan yang paling fatal 
adalah perceraian, hal tersebut bisa berdampak kepada psikis si anak, dan untuk 
menghilangkan kesedihan atau kekecawaannya terhadap keluarga mereka, ia akan lari 
ke hal-hal negatif seperti Narkotika sebagai ajang pelampiasan. Selain itu, keluarga 
juga berperan dalam memantau pergaulan anak atau kerebat terdekatnya, sebab bila 
pergaulan si anak atau keluarga terdekat salah, maka resiko untuk terjun ke hal-hal 
negatif seperti Narkotika bisa jadi lebih besar. Oleh karena itu, orang tua juga harus 
berperan dalam pengawasan keluarganya. Dari hal ini bisa diilihat peran keluarga 
yang sangat besar dan utama dalam pencegahannya terhadap Narkotika mulai dengan 
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memberikan informas, pemahaman, dan juga pengawasan kepada anak dan keluarga 
terdekatnya. 
 Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden dengan 
persentase 33% memilih SB = Sangat Baik artinya tokoh pemuda sangat sering 
melakukan kegiatan-kegiatan atau program-program yang berkaitan tentang 
pencegahan narkotika seperti melakukan lomba kreasi bertema narkotika, 
penyuluhan, kampanye yang dilakukan oleh pemuda setempat, dan 23 responden 
dengan persentase 51% memilih B = Baik artinya tokoh pemuda sering melakukan 
kegiatan yang berkaitan tentang pencegahan narkotika seperti penyuluhan, 2 
responden dengan persentase 4% memilih KB = Kurang Baik artinya ptokoh pemuda 
sesekali melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang pencegahan narkotika 
itupun hanya sebatas penyuluhan saja, dan sisanya sebanyak 5 responden dengan 
persentase 11% memilih TB = Tidak Baik artinya tokoh pemuda tidak pernah sama 
sekali melakukan kegiatan apapun terkait pencegahan narkotika. Artinya sejauh ini 
peran tokoh pemuda atau karantaruna di kota Watampone sangat baik dalam 
mencegah Narkotika, meskipun demikian masih ada juga yang merasa bahwa  peran 
tokoh pemuda atau karanturuna dilingkungan sekitarnya tidak baik dalam mencegah 
narkotika, hal tersebut dikarenakan tidak aktifnya tokoh pemuda /karantaruna yang 
hanya menjadi symbol belaka dan tidak memiliki kinerja apapun terkait dalam 
pencegahannya dengan Narkotika 
 Padahal bila dilihat, pemuda merupakan  salah satu sasaran empuk untuk 
penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, hal tersebut dikarena mereka masih 
mencari jati diri. Dan hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak 
bertanggung jawab dalam melancarkan aksinya untuk melakukan penyalahgunaan 
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narkotika. Generasi muda sebagai patriot bangsa harus berani mengatakan tidak pada 
narkoba. Demikian besar peranan pemuda bagi kehidupan bangsa, tentunya menjadi 
Catatan penting bagi kita bagaimana upaya melakukan penyelamatan dari pengaruh 
berbagai hal negatif seperti miras, sex bebas termasuk narkotika pada era globalisasi 
dimana arus komunikasi dan transformasi informasi sedemikian cepat. Dewasa ini 
narkotika telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu 
yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dengan berbagai implikasi dan 
dampak negatifnya merupakan suatu masalahnya internasional maupun mengancam 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat melemahkan ketahanan 
nasional yang pada mulanya dapat menghambat jalannya pembangunan. 
Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang saat ini telah menjadi suatu 
fenomena dari perkembangan remaja dengan pola pemakaian yang selalu mengalami 
perubahan. Beberapa tahun di Indonesia (khususnya di kota besar) ganja dan pil KB 
sangat populer di kalangan remaja dan pemuda. Oleh karena itu pemuda harus 
memanfaatkan perannya sebagai salah satu elemen masyarakat yang penting dalam 
kaitannya mencegah Narkotika, dan hal tersebut bisa diwujudkan dengan langkah-
langkah berikut ; (1) Menumbuhkan kesadaran akan bahayanya penyalahgunaan 
narkotika, sehingga paling sedikit dapat memproteksi diri dari pengaruh luar (ajakan 
teman). (2) Penting sedikit mengenal dan memahami apa itu narkoba, agar tahu mana 
sesuatu yang berbahaya sehingga memperkecil diperdaya orang. (3) Menjadi yang 
terdepan dalam keluarga untuk menghidarkan Anggota keluarga dari bahaya 
penyalahgunaan narkoba, jangan sebaliknya menjadi pelaku. (4) Menumbuhkan 
gagasan-gagasan dalam bentuk kegiatan positif (kreatif) yang dapat mengalihkan 
56 
 
 
 
perhatian teman-teman sebaya untuk terpengruh oleh narkoba. (5) Dapat menjadi 
mitra aparat, setidaknya sebagai informasi terhadap indikasi penyalahgunaan 
narkoba. 
Tabel 2 
Tingkat Koordinasi (kerjasama) Dengan Pihak Yang Terkait Dalam Mencegah Narkotika 
No Pertanyaan 
Frekuensi Persentase 
SB B KB TB SB B KB TB 
1 
Koordinasi anda dengan 
pihak berwajib (kepolisian 
atau BNN ) dalam 
mencegah Narkotika? 
26 4 15 0 58% 9% 33% 0% 
2 
Koordinasi anda terhadap 
instansi pemerintahan (RT, 
RW, Lurah, Camat) dalam 
mencegaah Narkotika? 
20 15 10 0 44% 33% 22% 0% 
3 
Koordinasi anda dengan 
tokoh agama dalam 
mencegah Narkotika? 
27 10 8 0 60% 22% 18% 0% 
4 
Koordinasi anda terhadap 
tokoh pemuda dalam 
mencegah Narkotika? 
17 18 10 0 38% 40% 22% 0% 
Jumlah Responden 45 100% 
Keterangan ;  SB = Sangat Baik     B = Baik     KB = Kurang Baik     TB = Tidak Baik 
Sumber data : diambil dari angket pada bulan juli 2017 
Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 26 responden 
dengan persentase 58% memilih SB = Sangat Baik artinya masyarakat sering 
melaporkan, memberikan informasi dan saran kepada kepolisian atau BNN ketika 
dilingkungan sekitarnya terdapat indikasi penyalahgunaan narkotika, 4 responden 
dengan persentase 9% memilih B = Baik artinya masyarakat melaporkan dan 
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memberikan informasi kepada kepolisian atau BNN bahwa didaerah sekitarnya 
terdapat penyalahgunaan narkotika, 15 responden dengan persentase 33% memilih 
KB = Kurang Baik artinya masyarakat hanya melaporkan kepada kepolisian atau 
BNN bahwa dilingkungan sekitarnya terdapat penyalahgunaan narkotika, dan sisanya 
0 responden dengan persentase 0% memilih TB = Tidak Baik artinya masyarakat 
bermasa bodoh dan tidak pernah melaporkan kepada kepolisian atau BNN bahwa 
dilingkungan sekitarnya terdapat penyalahgunaan narkotika. Artinya masyarakat kota 
Watampone sejauh ini memiliki hubungan atau kerjamasa yang baik dengan pihak 
berwajib. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tabel 2 diatas bahwa mayoritas masyarakat 
Watampone memiliki tingkat koordinasi yang sangat baik dengan aparat penegak 
atau pihak yang berwajib. Koordinasi yang dimaksud disini adalah selalu melaporkan 
atau memberikan informasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, ketika 
ada sesuatu yang mencurigakan dilingkungan sekitarnya yang bisa jadi terindikasi 
penyalahgunaan narkotika. Koordinasi memang sangat diperlukan dalam kaitannya 
mencegah narkotika apalagi kepada pihak yang berwajib, ketika masyarakat memiliki 
tingkat koordinasi yang kurang atau pasif (membiarkan terjadi penyalahgunaan 
narkotika tanpa melapor) maka efektifitas terhadap pencegahan narkotika yang ada 
dilingkungan sekitarnya akan menjadi berkurang. Oleh karena itu harus ada 
komunikasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan penegak hukum dalam 
mencegah Narkotika. 
Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 20 responden dengan 
persentase 44% memilih SB = Sangat Baik artinya tingkat kerjasama atau komunikasi 
masyarakat dengan instansi pemerintahan sangat baik seperti sangat sering dan aktif 
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ikut mengikuti penyuluhan, kegiatan, dan program-program yang dilakukan oleh 
pemerintahan setempat dalam kaitannya dengan pencegahan narkotika, 15 responden 
dengan persentase 33% memilih B = Baik artinya tingkat kerjasama atau komunikasi 
masyarakat dengan instansi pemerintahan baik seperti sering ikut mengikuti 
penyuluhan namun pasif dalam tindakannya setelah diberikan pemahaman, 10 
responden dengan persentase 22% memilih KB = Kurang Baik Baik artinya tingkat 
kerjasama atau komunikasi masyarakat dengan instansi pemerintahan jarang sekali, 
seperti sesekali ikut mengikuti penyuluhan, kegiatan, dan program-program yang 
dilakukan oleh pemerintahan setempat dalam kaitannya dengan pencegahan narkotika 
serta pasif dalam tindakannya setelah diberikan pemahaman, dan sisianya sebanyak 0 
responden dengan persentase 0 % memilih TB = Tidak Baik artinya tingkat 
kerjasama atau komunikasi masyarakat dengan instansi pemerintahan buruk seperti 
bermasa bodoh atau tidak pernah ikut mengikuti penyuluhan, kegiatan, dan program-
program yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dalam kaitannya dengan 
pencegahan.  
Hal tersebut merupakan hal yang positif sebab mayoritas masyarakat memiliki 
respon yang baik perihal koordinasi atau kerjasamanya dengan aparat pemerintahan 
yang terkait seperti RT, RW,  Lurah, Camat dalam kaitannya mencegah Narkotika. 
Aparat pemerintahan dan masyarakat memang perlus saling berkoodinasi dalam hal 
pencegahan narkotika, dalam artian meskipun hanya pemerintah saja yang bergerak 
menjalankan program-progam yang berkaitan dengan pencegahan narkotika tetapi 
kalau tidak dibarengi dengan kerjasama masyarakatnya akan menjadi tidak maksimal. 
Salah satu usaha untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat tersebut adalah 
dengan menggalakkan metode pencegahan, agar nantinya masyarakat  dapat ikut 
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berpatisipasi dalam program pemerintah ini. Metode pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode respresif 
seperti rehabilitas kepada pengguna narkotika dan preventif melalui penyuluhan 
kepada masyarakat, agar kiranya masyarakat nantinya juga bisa berperan aktif setelah 
mendapatkan penyuluhan dan sosialiasi tentang bahaya narkotika, dan ketika ada 
keluarganya yang terindikasi menggunakan narkotika langsung direhabilitiasi. 
Selanjutnya dari tabel 2 diatas  menunjukkan bahwa  sebanya 27 responden 
dengan persentase 60% memilih SB = Sangat Baik artinya masyarakat sangat sering 
mengikuti ceramah atau khotbah tokoh agama mereka dalam kaitannya pencegahan 
narkotika serta dalam tindakannya aktif melakukan pemahaham-pemahaman kepada 
masyarakat akan bahaya narkotika setelah mereka mendapatkan pemahaman dari 
tokoh agama mereka, 10 responden dengan persentase  22% memilih B = Baik 
artinya masyarakat sering mengikuti ceramah atau khotbah tokoh agama mereka 
dalam kaitannya pencegahan narkotika serta namun dalam tindakannya pasif 
melakukan pemahaham-pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkotika 
setelah mereka mendapatkan pemahaman dari tokoh agama mereka , 8 responden 
dengan persentase 18% memilih KB = Kurang Baik artinya masyarakat sesekali 
mengikuti ceramah atau khotbah tokoh agama mereka dalam kaitannya 
pencegahannya narkotika serta dalam tindakannya pasif melakukan pemahaham-
pemahaman kepada masyarakat akan bahaya narkotika setelah mereka mendapatkan 
pemahaman dari tokoh agama mereka , dan sisanya sebanyak 0 responden dengan 
persentase 0% memilih TB = Tidak Baik artinya masyarakat tidak pernah mengikuti 
ceramah atau khotbah tokoh agama. 
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Dari tabel diatas dilihat bahwa masyarakat memiliki tingkat koordinasi yang 
baik dengan tokoh agama dalam mencegah narkotika. Dalam artian tokoh agama 
adalah Pembina dan penuntun masyarakat kejalan yang benar. Tokoh agama 
mempunyai wewenang dalam lingkungannya memberikan berbagai bantuan untuk 
membina umat masing-masing, sebagai tokoh agama, pada posisi yang tergolong 
unik untuk menggerakkan umat dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi 
berbagai masalah dilingkungan termasuk masalah narkotika. Memperkuat rasa 
kesatuan warga, mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani, berbudi 
luhur dan taqwa kepada tuhan yang maha esa. Masyakarakat juga harus aktif ikut 
mendengarkan ceramah, atau tulisan-tulisan tokoh agama mereka apalagi yang 
menyangkut tentang narkotika. Agar kiranya mereka dapat mengetahui serta 
menyampakainnya kepada masyarakat lainnya, bahwa apa yang disampaikan oleh 
tokoh agama mereka tentang narkotika adalah tidak baik dan bertentangan dengan 
nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, harus ada koordinasi yang 
kuat antara tokoh agama dan masyarakat. 
Dari tabel 2 diatas menunjukkan 17 responden dengan persentase 38% 
memilih SB = Sangat Baik artinya masyarakat juga aktif dalam mendukung kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh pemuda setempat seperti lomba kreasi, penyuluhan, 
atau progam-program lainnya tentang bahaya narkotika serta sangat aktif 
berkomunikasi (seperti setiap saat ketemu atau ikut nongkrong dengan pemuda)  dan 
membahas atau membicarakan bahaya narkotika., 18 responden dengan persentase 
40% memilih B = Baik artinya masyarakat juga mendukung kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh pemuda dalam pencegahan narkotika namun intentitas komunikasi 
dengan pemuda setempat kurang aktif dalam artian jarang berbicara atau ikut 
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nongkrong dengan pemuda setempat dan membahas atau membicarakan tentang 
bahaya narkotika, 10 responden dengan persentase 22% memilih KB = Kurang Baik 
artinya masyarakat disini pasif atau sesekali ikut melalukan kegiatan yang dilakukan 
oleh  pemuda setempat dalam kaitannya pencegahan narkotika, serta tidak pernah 
berkomunikasi sama sekali dengan pemuda dalam membahas bahaya dan pencegahan 
narkotika. 0 responden dengan persentase 0% memilih TB = Tidak Baik artinya 
masyarkat disini tidak mendukung kegiatan pemuda setempat dalam pencegahan 
narkotika dan tidak pernah sama sekali berkomunisi dengan pemuda setempat dalam 
membahas atau membicarakan tentang bahaya narkotika. 
Artinya sejauh ini berdasarkan tabel 2 diatas, masyarakat Watampone masih 
memiliki tingkat koordinasi yang baik dengan tokoh pemuda dilingkungan sekitar. 
Hal ini perlu dilakukan, sebab tokoh pemuda atau pemuda setempat adalah salah satu 
elemen yang efektif dalam mencegah narkotika, apalagi dengan usia yang muda 
tingkat kekreatifan dan semangat pemuda masih sangat tinggi, oleh karena itu 
masyarakat harus berkolaborasi dengan pemuda dalam pencegahan narkotika. 
Masyarakat harus aktif mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda 
setempat dalam kaitanya pencegahan narkotika, aktif dalam artian bisa dengan sering 
ikut nongkrong bersama pemuda atau berbicara lepas sambil membahas dan  
membicarakan tentang bahaya narkotika serta pencegahannya, selain dengan 
mendukung secara nyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda setempat 
dalam mencegah narkotika. 
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Tabel 3 
Respon BNN terhadap keterlibatan masyarakat dalam mencegah Narkotika 
Pertanyaan 
Frekuensi Persentase 
SB B KB TB SB B KB TB 
Bagaimana peran anda sendiri 
terhadap pencegahan narkotika di 
kota Watampone? seperti 
memberikan informasi, saran, serta 
melaporkan kepihak berwajib atau 
BNN. 
24 16 5 0 53% 36% 11% 0% 
Jumlah Responden 45 100% 
Keterangan ;  SB = Sangat Baik   B = Baik   KB = Kurang Baik   TB = Tidak Baik 
Sumber data : diambil dari angket pada bulan juli 2017 
 Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden dengan 
persentase 53% memilih SB = Sangat Baik artinya masyarakat disini aktif 
memberikan informasi, saran serta melaporkan kepihak berwajib atau BNN ketika 
dilingkungan sekitarnya ada kegiatan yang dicurigai sebagai penyalahgunaan 
narkotika, 16 responden dengan persentase 36% memilih B = Baik artinya 
masyarakat disini hanya memberikan informasi dan melaporkan saja tanpa 
memberikan saran kepada pihak berwajib atau BNN, 5 reponden dengan persentase 
11% memilih KB = Kurang Baik artinya masyarakat disini hanya melaporkan saja 
kepada pihak berwajib atau BNN tanpa memberikan informasi atau saran, dan 
sisanya 0 respoden memilih dengan persentase 0% memilih TB = Tidak Baik artinya 
masyarakat disini tidak pernah melaporkan, serta memberikan saran dan informasi 
kepada pihak berwajib atau BNN dalam artian cuek atau bermasa bodoh.  
 Dari ketiga tabel diatas berdasarkan kategori yang berbeda yaitu tingkat peran 
elemen masyarakat, tingkat koordinasi, dan peran masyarkat itu sendiri, dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa masyarakat Watampone sejauh ini berperan aktif dalam mencegah 
tindak pidana narkotika, Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah 
satu Penyulu Ahli Pertama Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN 
Kabupaten Bone, Muh. Ihyadhy S.Ip, beliau mengatakan bahwa :  
Sejauh ini kalau berbicara aktif atau tidak aktifnya masyarakat kota watampone 
dalam mencegah narkotika, aktif dalam pencegahan narkotika, hal tersebut 
berdasarkan program-program yang kami jalankan seperti melakukan sosialiasi, 
penyuluhan ke beberbagai elemen masyarakat. Apalagi kami memang sering 
melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkotika
43
 
 Masyarakat memang harus berperan dalam mencegah narkotika hal tersebut 
berkanaan dengan apa yang telah disebutkan dalam aturan perundang-undangan yaitu 
pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 104, 105,106, 107, 
108 tentang peran serta masyarakat dalam mencegah narkotika, dan hal tersebut telah 
terealisasikan oleh masyarakat kota Watampone sejauh ini. 
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 MUH. IHYADHY S.Ip (34), Penyulu Ahli Pertama Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat  BNN Kabupaten Bone, Wawancara, Watampone, 14 Juli 2017 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di Watampone 
Kabupaten Bone. 
Terkait dengan pencegahan narkotika di Watampone,  ada beberapa langkah 
yang harus dilakukan agar kiranya pencegahan tersebut berjalan dengan efekitif. 
Antara lain sebagai berikut : 
a. Promotif atau disebut juga dengan program pembinaan. 
b. Preventif atau disebut juga dengan program pencegahan. 
c. Kuratif atau disebut juga dengan pengobatan. 
d. Rehabalitatif atau disebut juga dengan upaya pemulihan jiwa dan raga yang 
ditujukan pada pemakai narkotika yang sudah mengalami program kuratif. 
e. Represif atau disebut juga program penindakan terhadap, produsen, bandar, 
pengedar, dan pemakain berdasarkan hukum yang berlaku. 
Selain itu ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar kiranya 
tingkat kefektifan pencegahan itu berjalan dengan baik, diantaranya sebagai berikut : 
a. Peran elemen masyarakat 
b. Koordinasi individu dengan elemen masyarakat 
c. Peran masyarakat itu sendiri 
2. Efektifitas Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Narkotika di 
Watampone Kabupaten Bone 
Berbicara efektifitas peranan masyarakat dalam melakukan pencegahan 
narkotika di Watampone, adalah sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari beberapa 
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penilaian yang dikategorikan oleh penulis seperti tingkat peran elemen masyarakat 
antara lain, peran tokoh agama dalam hal ini sangat aktif melakukan kegiatan 
pencegahan melalui materi khotbah yang dia sampaikan, instansi pemerintahan (RT, 
RW, Lurah, dll) sangat sering melakukan penyuluhan tentang narkotika dan kegiatan 
yang berkaitan dengan pencegahan narkotika, keluarga juga aktif melakukan 
pencegahan dengan memberikan pemahaman akan bahaya narkotika terhadap kerabat 
terdekat, tokoh pemuda dalam hal ini karantaruna juga aktif melakukan kegiatan 
pencegahan semisal melakukan lomba dan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. 
Disamping itu tingkat koordinasinya juga baik dalam artian timbal balik antar elemen 
masyarakat dan individu itu sendiri berlangsung intensif. Ditambah dengan kinerja 
BNNK Bone yang sangat baik dikarenakan kegiatan yang dilakukan sangat sering, 
dalam pencegahan narkotika, semisal penyuluhan, rehabilitasi, dll. Hal itu dapat 
dilihat dari respon masyarakat, dan pendapat dari pihak BNNK Bone itu sendiri 
B. Saran 
Terkait dengan pencegahan narkotika dikota Watampone, peneliti melihat 
sejauh ini berjalan dengan Sangat baik, namun terlepas dari pada itu agar kiranya 
hukum yang mengatur tentang peran serta masyarkat lebih diperkuat lagi dan 
diaplikasikan dengan baik. Sebab kesadaran hukum dan ketaatan akan hak dan 
kewajibannya dalam mencegah narkotika, mempengaruhi tingkat kefektifan 
pencegahan itu sendiri. 
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